MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 35 TAHUN 2023 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA
UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan pelantikan
pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretaris Badan
Kebijakan Transportasi, dan Sekretaris Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2023
tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang Diberi Delegasi dan
Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 111 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang Diberi Delegasi dan
Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Mutasi
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah
diangkat dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan
delegasi dan kuasa untuk menandatangani keputusan
mutasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 35 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda
Tangan dan Paraf Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
Diberi Delegasi dan Kuasa untuk Menandatangani
Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

Mengingat . ..



Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 253 Tahun
2022 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang,
atau Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2023 tentang Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang Diberi Delegasi dan
Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Mutasi
Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM 111 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun
2023;

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 309 Tahun
2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari
dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 310 Tahun
2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari
dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 35 TAHUN 2023 TENTANG
SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG DIBERI DELEGASI DAN
KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasall. ..



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2023 tentang
Spesimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk
Menandatangani Keputusan Mutasi Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 111 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 35 Tahun 2023 tentang Spesimen Tanda
Tangan dan Paraf Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
Diberi Delegasi dan Kuasa Untuk Menandatangani
Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Nama/NIP Pejabat sebagaimana tercantum
pada Nomor 6 (enam) Lajur 2 (dua), Pandu Yunianto,
ATD., M. Eng.Sc. NIP. 19650606 198803 1 001,
Tanggal Pelantikan pada Lanjur 4  (empat)
20 September 2022, dengan Contoh Tanda Tangan dan
Paraf pada Lajur 15 (lima belas) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Nama /NIP Pejabat Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M,
NIP. 19651120 199003 1 001, Tanggal Pelantikan 11
Januari 2024, dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf
pada Lajur 15 (lima belas).

2. Ketentuan Nama/NIP Pejabat sebagaimana tercantum
pada Nomor 7 (tujuh) Lajur 2 (dua), Drs. Agung
Raharjo, MSTR, NIP. 19631018 198903 1 001, Tanggal
Pelantikan pada Lanjur 4 (empat) 20 September 2022,
dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf pada Lajur 15
(lima belas) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama/NIP Pejabat Marta Hardisarwono, S.E., M.SIL
NIP. 19640307 199003 1 002, Tanggal Pelantikan 11
Januari 2024, dengan Contoh Tanda Tangan dan Paraf
pada Lajur 15 (lima belas).

PasalIl . ..



Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal
11 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

00 B et

o

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,;

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian
Perhubungan;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta;
dan

Pejabat yang diberi Delegasi dan Kuasa.

Salinan_ sesuai dengan aslinya
" “KEPALA-BIRO HUKUM,
g .A' ‘y‘;:\\\»\"‘?ilf ,‘ ‘

,/’

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 35
TAHUN 2023 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN SRS ENER AN LINGKUNGAN |a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN PgﬂggﬁN GOL. ESELON JABFUNG KETERANGAN
Asti, |SALNAN/ JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN pELEGASI| Kkuasa | RUANG cyis e KEWENANGAN: b.. ‘Raraf
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15
6 |Capt. Avirianto Suratno, S.Pd., M.M Sekretaris Badan 11 Januari X - Menandatangani Surat Pernyataan v - - - - Setiap unit kerja Kementerian
NIP. 19651120 199003 1 001 Kebijakan Transportasi 2024 Rencana Penempatan Calon Pegawai Perhubungan
Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
X - Menandatangani surat pernyataan - v 1-111 - - Setiap unit kerja B a.
melaksanakan tugas (SPMT) CPNS
X - Menandatangani surat pernyataan - v - m-1v - Setiap unit kerja Kementerian
melaksanakan tugas (SPMT) dan Surat Perhubungan
Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional
- v I/a-1V/e - Utama/ Profesor |Setiap unit kerja Kementerian
Madya/ Lektor Perhubungan
Kepala Muda/
Lektor Pertama/
Asisten Ahli
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir b.
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/ Pemula
X - Menandatangani keputusan - v I/a-1V/e - - Setiap unit kerja Eselon I
pemberhentian dan pengangkatan dari
dan dalam Jabatan Pelaksana
X - Mengusulkan penunjukan dan v - - - - Setiap unit kerja Kementerian
pemberhentian Administrator Sistem Perhubungan
Informasi Kepegawaian
X - Menandatangani surat usul peserta v - I/a-1V/e - - - Masing-masing
ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas Unit Kerja Eselon
1l dan UPT
X - Menandatangani surat usul v - lI/a-1V/e - = usulan untuk disampaikan Unit Kerja Eselon
pencantuman gelar akademik kepada Kepala Biro Sumber Daya| I di lingkungan
Manusia dan Organisasi Kementerian
Perhubungan dan
Unit Kerja Eselon
Il di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal




WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
TAN L KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN AT ERWENIRES LINGKUNGAN |a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN PEQAST(‘;‘QAN GOL. | pepion| JABFUNG KETERANGAN
asyy (| SALINAN/ JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN pELEGASI | Kuasa | RUANG b e EEWENARUANGID. - Facat
PETIKAN
1 2 3 4 -] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X - 8. |Mengusulkan kebutuhan dan rencana v - I/a-1V/e - - - Unit Kerja Eselon
pengembangan kompetensi pegawai I di lingkungan
Kementerian
Perhubungan dan
Unit Kerja Eselon
11 di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal
X - 9. |Menetapkan usulan calon peserta seleksi v - - - - Usulan yang telah ditetapkan Unit Kerja Eselon
Pelatihan Kepemimpinan Nasional disampaikan kepada Kepala Biro | I di lingkungan
Tingkat I, Pelatihan Kepemimpinan Sumber Daya Manusia dan Kementerian
Nasional Tingkat II, Program Pendidikan Organisasi Perhubungan dan
Lemhannas, Pelatihan Kepemimpinan Unit Kerja Eselon
Reformasi Birokrasi (Reform Leader 1I di Lingkungan
Academy/ Reform Leadership Training), Sekretariat
Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Jenderal
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas .
x - 10. |Menandatangani Surat Usulan Tugas v - - m-1v - Surat usulan disampaikan Eselon |
Belajar yang diberhentikan dari jabatan kepada Sekretaris Jenderal
v - - - Muda Surat usulan disampaikan Eselon I
Pertama kepada Biro Sumber Daya
Penyelia Manusia dan Organisasi
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula
N - I/a-1V/e - - Surat usulan disampaikan Eselon |
kepada Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi/
Sekretaris Inspektorat Jenderal/
Sekretaris Direktorat Jenderal/
Sekretaris Badan
x - 11. |Menandatangani Surat Usulan Tugas v - - 1m - Surat usulan disampaikan Eselon I
Belajar yang tidak diberhentikan dari kepada Kepala Biro Sumber Daya
ljabatan Manusia dan Organisasi




WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
TANGGAL KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN [eORTEERIR LINGKUNGAN |a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN PELANTIKAN GOL. ESELON JABFUNG KETERANGAN
ASEy [PAUNAN/ JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN pELEGASt| kuasa | RUMNG R KESWENARGAS. §5. Perl
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15
v - I/a-1V/e v Muda Surat usulan disampaikan Eselon I
Pertama kepada Kepala Biro Sumber Daya
Penyelia Manusia dan Organisasi/
Pelaksana Sekretaris Inspektorat Jenderal/
Lanjutan/ Mahir |Sekretaris Direktorat Jenderal/
Pelaksana/ Sekretaris Badan
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula
X - 12. [Menandatangani Surat Tugas Belajar - v I/a-1V/e - - Eselon I
yang diberhentikan dari jabatan
X - 13. |Menandatangani Surat Tugas Belajar - v I/a-1V/e v Muda Eselon I
yang tidak diberhentikan dari jabatan Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula
X - 14. |Menandatangani daftar panjang calon v - - - - - Eselon I
pemangku jabatan
X - 15. |Melantik dan mengambil sumpah/ janji v - - - - Kewenangan meliputi pelantikan Kementerian
ljabatan, serta membuat dan CPNS menjadi PNS Perhubungan
menandatangani surat pernyataan
pelantikan (SPP):
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
(eselon 1);
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(eselon 1I);
c. Jabatan Administrator (eselon III);
d. Jabatan Pengawas (eselon IV);
e. CPNS menjadi PNS.
X - 16. |Menandatangani surat pengantar usul v - I/a-IV/e - - Surat disampaikan kepada Antar unit kerja
mutasi dalam satu instansi Kepala Biro Sumber Daya eselon I
Manusia dan Organisasi
v - I/a-1V/e - - Surat disampaikan kepada Eselon I
Sekretaris Badan
X - 17. |[Menandatangani: - v I/a-111/d - - Mutasi dalam satu unit kerja Eselon I
1. keputusan mutasi; eselon [
2. keputusan pegangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan;
X - 18. |Menandatangani keputusan penjatuhan v - - I - Semua hukuman disiplin ringan Eselon I
hukuman disiplin
v - - v - Semua hukuman disiplin sedang Eselon I




WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH

SIFAT KEWENANGAN
e KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN Enp PR (1 s

NAMA/NIP JABATAN PELANTIKAN GOL. ESELON JABFUNG KETERANGAN

RUANG JENJANG Paraf
SALINAN/ JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI| KUASA HEWENANGANGID:

ASLI

PETIKAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N - - - Madya 1. Semua hukuman disiplin Eselon I
Muda ringan
Pertama 2. Semua hukuman disiplin
Penyelia sedang
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/ Pemula

X - 19. [Menandatangani usul pemberhentian v - I/a-IV/e -1V Madya - Eselon |
sementara PNS yang ditahan karena Muda
tindak pidana Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/ Pemula

X - 20. |Menandatangani surat keputusan - J I/a-11/d - - - Eselon I
pemberian/ penolakan ijin/ surat
keterangan melakukan perceraian

X - 21. |Menandatangani keputusan penetapan v - I/a-1V/e m-v Madya - Eselon I
Tim Pemeriksa disiplin pegawai yang Muda
diancam jenis hukuman disiplin sedang Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/ Pemula

X - 22. [Menandatangani keputusan v - - 1 Utama - Eselon [
pembebasan sementara dari tugas Madya
jabatan

v - - v Madya - Pejabat Fungsional Madya di Eselon I
Muda bawah koordinasi Pejabat
administrator

- Dalam hal Pejabat
adminiistrator kosong/
berhalangan tetap




No.

NAMA/NIP

JABATAN

TANGGAL
PELANTIKAN

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

SIFAT KEWENANGAN

BERLAKU UNTUK

ASLI

SALINAN/

PETIKAN

JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN

DELEGASI

KUASA

GOL.
RUANG

ESELON

JABFUNG
JENJANG

KETERANGAN

DALAM
LINGKUNGAN

KEWENANGAN

CONTOH

a. Tanda Tangan

b. Paraf

6

7

10

11

12

13

14

15

23.

Menandatangani usul pemberhentian
PNS karena melakukan tindak pidana
penyelewengan

I/a-1V/e

I-1v

Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/ Pemula

Eselon I

24,

Menandatangani surat usul
pemberhentian PNS

I/a-1V/e

I-1v

Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/ Pemula

Pemberhentian PNS karena:

1. Mencapai batas usia pensiun;
2. Atas permintaan sendiri;

3. Perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah;

4. Tidak cakap jasmani dan/
atau rohani;

5. Meninggal dunia, tewas, atau
hilang;

6. mencalonkan diri atau
dicalonkan menjadi presiden dan
wakil presiden, ketua, wakil
ketua, dan anggota dewan
perwakilan rakyat, ketua, wakil
ketua, dan anggota dewan
perwakilan daerah, gubernur dan
wakil gubernur, bupati/wali kota,
wakil bupati/wakil wali kota;

7. menjadi anggota dan/atau
menjadi pengurus partai

politik;

8. tidak menjabat lagi sebagai
pejabat negara; atau

9. pemberhentian karena hal lain
yang berupa tidak

melaporkan diri kembali kepada
instansi induknya setelah selesai
menjalankan cuti di luar
tanggungan negara,
menggunakan ijazah palsu, atau
tidak melapor setelah selesai

Eselon I




No.

NAMA/NIP

JABATAN

TANGGAL
PELANTIKAN

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

SIFAT KEWENANGAN

BERLAKU UNTUK

ASLI

SALINAN/

PETIKAN

JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN

DELEGASI

KUASA

GOL.
RUANG

JABFUNG

ESELON JENJANG

KETERANGAN

DALAM
LINGKUNGAN

KEWENANGAN

CONTOH

a. Tanda Tangan

b. Paraf

6

T

10

11 12

13

14

15

X

25.

Menandatangani petikan keputusan
pemberhentian PNS

8
v

1/a-i/d

- Muda
Pertama
Penyelia

Pelaksana
Lanjutan/ Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula

Pemberhentian PNS karena:

1. Mencapai batas usia pensiun;
2. Atas permintaan sendiri;

3. Perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah;

4. Tidak cakap jasmani dan/
atau rohani;

5. Meninggal dunia, tewas, atau
hilang;

6. mencalonkan diri atau
dicalonkan menjadi presiden dan
wakil presiden, ketua, wakil
ketua, dan anggota dewan
perwakilan rakyat, ketua, wakil
ketua, dan anggota dewan
perwakilan daerah, gubernur dan
wakil gubernur, bupati/wali kota,
wakil bupati/wakil wali kota;

7. menjadi anggota dan/atau
menjadi pengurus partai

politik;

8. tidak menjabat lagi sebagai
pejabat negara; atau

9. pemberhentian karena hal lain
yang berupa tidak

melaporkan diri kembali kepada
instansi induknya setelah selesai
menjalankan cuti di luar
tanggungan negara,
menggunakan ijazah palsu, atau
tidak melapor setelah selesai
menjalankan tugas belajar.

Eselon I

26.

Menandatangani pertimbangan
pemberian cuti

il Utama
Madya

cuti tahunan, cuti besar, cuti
sakit, cuti melahirkan, cuti
karena alasan penting yang
dilaksanakan di dalam atau di

Eselon I

27.

Menandatangani persetujuan,
perubahan, penangguhan, atau
penolakan cuti

m Utama
Madya

1

cuti tahunan, cuti besar, cuti
sakit, cuti melahirkan, cuti
karena alasan penting yang
dilaksanakan di luar negeri

Eselon I

it Utama
Madya

cuti tahunan, cuti besar, cuti
sakit, cuti melahirkan, cuti
karena alasan penting yang
dilaksanakan di dalam negeri

Eselon I




WEWENANG UNTUK ME{‘JANDATANGANI SIFAT KEWENANGAN BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
RERAL KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN e 25 5 LINGKUNGAN |a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN GOL. JABFUNG ’
T ASLI i JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI | KUASA RUANG e JENJANG KEA b Faeat
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 |Marta Hardisarwono, S.E., Sekretaris Badan 11 Januari 2024 x - Menandatangani Surat Pernyataan v - - - - Setiap unit kerja Kementerian
M.Si. Pengelola Transportasi Rencana Penempatan Calon Pegawai Perhubungan
NIP. 19640307 199003 1 Jakarta, Bogor, Depok, Negeri Sipil dan Calon Pegawai
002 Tangerang, dan Bekasi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
X - Menandatangani surat pernyataan - v T1-111 - - Setiap unit kerja -
melaksanakan tugas (SPMT) CPNS
X - Menandatangani surat pernyataan - v - 1I-1v - Setiap unit kerja Kementerian
melaksanakan tugas (SPMT) dan Perhubungan A
Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan (SPMJ) bagi Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional
- v I/a-1V/e - Utama/ [Setiap unit kerja Kementerian
Profesor Perhubungan
Madya/
Lektor Kepala
Muda/
Lektor
Pertama/
Asisten Ahli
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/ b.
Mabhir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula
X - Menandatangani keputusan - v I/a-1V/e - - Setiap unit kerja Eselon |
pemberhentian dan pengangkatan
dari dan dalam Jabatan Pelaksana
x - Mengusulkan penunjukan dan v - - - - Setiap unit kerja Kementerian
pemberhentian Administrator Sistem Perhubungan
Informasi Kepegawaian
X - Menandatangani surat usul peserta v - I/a-1V/e - - - Masing-masing
ujian penyesuaian ijjazah dan ujian Unit Kerja Eselon
dinas IT dan UPT




WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SIFAT KEWENANGAN BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
P KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN TR LINGKUNGAN |a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN GOL. JABFUNG {
o ASLI RIS JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI | KUASA RUANG SN JENJANG KOWFAANCAN ' h. Tom
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X - 7. |Menandatangani surat usul v - II/a-1V/e - - usulan untuk disampaikan | Unit Kerja Eselon
pencantuman gelar akademik kepada Kepala Biro Sumber | I di lingkungan
Daya Manusia dan Kementerian
Organisasi Perhubungan dan
Unit Kerja Eselon
11 di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal
X - 8. |Mengusulkan kebutuhan dan rencana v - I/a-1V/e - - - Unit Kerja Eselon
pengembangan kompetensi pegawai I di lingkungan
Kementerian
Perhubungan dan
Unit Kerja Eselon
II di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal
x - 9. |Menetapkan usulan calon peserta v - - - - Usulan yang telah Unit Kerja Eselon
seleksi Pelatihan Kepemimpinan ditetapkan disampaikan I di lingkungan
Nasional Tingkat I, Pelatihan kepada Kepala Biro Sumber Kementerian
Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Daya Manusia dan Perhubungan dan
Program Pendidikan Lemhannas, Organisasi Unit Kerja Eselon
Pelatihan Kepemimpinan Reformasi 11 di Lingkungan
Birokrasi (Reform Leader Academy/ Sekretariat
Reform Leadership Training), Pelatihan Jenderal
Kepemimpinan Administrator,
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
X - 10. |[Menandatangani Surat Usulan Tugas v - - 1-v - Surat usulan disampaikan Eselon |
Belajar yang diberhentikan dari kepada Sekretaris Jenderal
jabatan
v % - = Muda Surat usulan disampaikan Eselon I
Pertama |kepada Biro Sumber Daya
Penyelia |Manusia dan Organisasi
Pelaksana
Lanjutan/
Mabhir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula




WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
Bl 1 KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN SIFAT KENEBANGA e - S0
No. NAMA/NIP JABATAN GOL. JABFUNG KETERANGAN
i sy (AN JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI | Kuasa | RUANG | ESELON | jpnjang KIEMERENING) Jo. - Pt
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
v - I/a-1V/e - - Surat usulan disampaikan Eselon [
kepada Kepala Biro Sumber
Daya Manusia dan
Organisasi/ Sekretaris
Inspektorat Jenderal/
Sekretaris Direktorat
Jenderal/ Sekretaris Badan
X - 11. |Menandatangani Surat Usulan Tugas v - - 111 - Surat usulan disampaikan Eselon I
Belajar yang tidak diberhentikan dari kepada Kepala Biro Sumber
jabatan Daya Manusia dan
Organisasi
v - I/a-1V/e v Muda Surat usulan disampaikan Eselon I
Pertama |kepada Kepala Biro Sumber
Penyelia |Daya Manusia dan
Pelaksana |Organisasi/ Sekretaris
Lanjutan/ |Inspektorat Jenderal/
Mabhir Sekretaris Direktorat
Pelaksana/ |Jenderal/ Sekretaris Badan
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula
X - 12. |Menandatangani Surat Tugas Belajar - v I/a-1V/e - - Eselon I
yang diberhentikan dari jabatan
X - 13. |Menandatangani Surat Tugas Belajar - v [/a-1V/e v Muda Eselon 1
yang tidak diberhentikan dari jabatan Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/
Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula
x - 14. |[Menandatangani daftar panjang calon v - - - - - Eselon I

pemangku jabatan




WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SIFAT KEWENANGAN BERLAKU UNTUK DALAM CONTOH
ARGk KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN G LINGKUNGAN [a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN GOL. JABFUNG 3
SRARTEAN T g, [SHEN JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGAST| Kuasa | RuANG | PSELON | jenjanG IERISERARTAN 15— Popeudt
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
x - 15. [Melantik dan mengambil sumpah/ v - - - - Kewenangan meliputi Kementerian
janji jabatan, serta membuat dan pelantikan CPNS menjadi Perhubungan
menandatangani surat pernyataan PNS
pelantikan (SPP):
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
(eselon I);
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
(eselon 1I);
c. Jabatan Administrator (eselon III);
d. Jabatan Pengawas (eselon IV);
e. CPNS menjadi PNS.
X - 16. |Menandatangani surat pengantar N - I/a-IV/e - - Surat disampaikan kepada | Antar unit kerja
usul mutasi dalam satu instansi Kepala Biro Sumber Daya eselon |
Manusia dan Organisasi
v E I/a-1V/e - - Surat disampaikan kepada Eselon |
Sekretaris Badan
X - 17. |Menandatangani: - v I/a-11I/d - - Mutasi dalam satu unit Eselon I
1. keputusan mutasi; kerja eselon |
2. keputusan pegangkatan dan
pemberhentian dalam jabatan;
x - 18. |Menandatangani keputusan v - - i - Semua hukuman disiplin Eselon |
penjatuhan hukuman disiplin ringan
v - - v - Semua hukuman disiplin Eselon |
sedang
v - = - Madya 1. Semua hukuman disiplin Eselon I
Muda ringan
Pertama |2. Semua hukuman disiplin
Penyelia |sedang
Pelaksana
Lanjutan/
Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula




No.

NAMA/NIP

JABATAN

TANGGAL
PELANTIKAN

WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN

SIFAT KEWENANGAN

BERLAKU UNTUK

ASLI

SALINAN/

PETIKAN

JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN

DELEGASI | KUASA

GOL. JABFUNG
JENJANG

RUANG ESELON

KETERANGAN

DALAM
LINGKUNGAN

KEWENANGAN

CONTOH
a. Tanda Tangan

b. Paraf

6

7

10 11 12

13

14

15

19.

Menandatangani usul pemberhentian
sementara PNS yang ditahan karena
tindak pidana

[/a-lV/e | IHI-IV

Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/
Mahir
Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula

Eselon |

20.

Menandatangani surat keputusan
pemberian/ penolakan ijin/ surat
keterangan melakukan perceraian

I/a-11/d - -

Eselon |

21.

Menandatangani keputusan
penetapan Tim Pemeriksa disiplin
pegawai yang diancam jenis hukuman
disiplin sedang

Ja-1Vje | IV

Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/

Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula

Eselon |

22.

Menandatangani keputusan
pembebasan sementara dari tugas
jabatan

Utama
Madya

Eselon |

Madya
Muda

- Pejabat Fungsional Madya
di bawah koordinasi Pejabat
administrator

- Dalam hal Pejabat
adminiistrator kosong/
berhalangan tetap

Eselon I

23.

Menandatangani usul pemberhentian
PNS karena melakukan tindak pidana
penyelewengan

[/a-1V/je | M-IV

Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Pelaksana
Lanjutan/

Pelaksana/
Terampil
Pelaksana
Pemula/
Pemula

Eselon |




Wl-“tWENANG UNTUK MENANDATANGANI SIFAT KEWENANGAN BERLAKU UNTUK DA-LAM CONTOH
TANGGAL KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN ’ LINGKUNGAN |a. Tanda Tangan
No. NAMA/NIP JABATAN GOL. JABFUNG KETERANGAN
FERIRAR ASLI AR JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN DELEGASI | KUASA RUANG e JENJANG et
PETIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X - 24. |Menandatangani surat usul v - I/a-1V/e 1I-1v Madya Pemberhentian PNS karena: Eselon I
pemberhentian PNS Muda 1. Mencapai batas usia
Pertama |pensiun;
Penyelia |2. Atas permintaan sendiri;
Pelaksana |3. Perampingan organisasi
Lanjutan/ |atau kebijakan pemerintah;
Mabhir 4. Tidak cakap jasmani
Pelaksana/ |dan/ atau rohani;
Terampil |5. Meninggal dunia, tewas,
Pelaksana |atau hilang;
Pemula/ |6. mencalonkan diri atau
Pemula |dicalonkan menjadi

presiden dan wakil
presiden, ketua, wakil
ketua, dan anggota dewan
perwakilan rakyat, ketua,
wakil ketua, dan anggota
dewan perwakilan daerah,
gubernur dan wakil
gubernur, bupati/wali kota,
wakil bupati/wakil wali
kota;

7. menjadi anggota
dan/atau menjadi
pengurus partai

politik;

8. tidak menjabat lagi
sebagai pejabat negara;
atau

9. pemberhentian karena
hal lain yang berupa tidak
melaporkan diri kembali
kepada instansi induknya
setelah selesai menjalankan
cuti di luar tanggungan
negara, menggunakan
ijazah palsu, atau tidak
melapor setelah selesai
menjalankan tugas belajar.

Surat usul pemberhentian
dengan hak pensiun
disampaikan kepada Kepala
Badan yang menangani
urusan kepegawaian
Negara, sementara surat
usul pemberhentian tanpa
hak pensiun disampaikan
kepada Presiden/ Menteri
Perhubungan sesuai
dengan kewenangannya.




